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Abstrak : Skripsi ini membahas jumlah persentase Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi
Pajak Pertambahan Nilai, seberapa besar jumlah restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam satuan mata uang rupiah dan hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya
restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Metode
analisis yang diginakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis data
yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dan dengan menggunalan teknik dokumentasi,
observasi dan wawancara.
Kata kunci: Persentase, Penyebab, Restitusi PPN
Abstract : This thesis discusses the percentage of the Taxable Value Added Tax refunds filed, how much
amount of refund of Value Added Tax Taxable raised by taxes in the currency of Rupiah and what things
that caused the refund of Value Added Tax on the Tax Office Primary West Ilir Palembang. The method
of analysis used in this study is descriptive qualitative research design. The type of data used is primary
data and secondary data and documentation menggunalan techniques, observation and interviews.
Key words: Percentage, Cause, Restitution PPN
1 PENDAHULUAN
Di Indonesia, pajak merupakan
sumber utama penerimaan Negara.
Penerimaan Negara tersebut khususnya
digunakan dalam pelaksanaan
pembangunan, karena pajak merupakan
sumber penerimaan Negara untuk
membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan dan dalam
meningkatkan kesejahteraan dan sumber
daya manusia dalam segala bidang.
Sehingga, pajak yang merupakan
sumber utama penerimaan Negara, memiliki
peranan yang semakin besar dan penting
untuk menyumbang penerimaan Negara
dalam rangka kemandirian untuk membiayai
pembangunan nasional. Maka dari itu,
diperlukakan peran serta masyarakat dalam
bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk
membayar pajak, salah satunya adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Hal-hal yang seperti PPN kurang
bayar, PPN lebih bayar, ataupun nihil
merupakan hal yang biasa berkaitan dengan
Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dari
ketiga variabel tersebut PPN lebih bayar
adalah yang paling berpengaruh pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang
Ilir Barat khususnya pada penerimaan
pajaknya, dikarenakan setiap wajib pajak
mempunyai hak untuk melakukan
kompensasi ataupun restitusi terhadap
kelebihan pembayaran pajaknya.
Jika dibandingkan antara
kompensasi dan restitusi, yang dapat
memberikan pengaruh lebih besar terhadap
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penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat adalah
Restitusi PPN. Karena, Restitusi PPN adalah
pengembalian kelebihan pembayaran PPN
yang disebabkan oleh lebih besarnya
nominal pajak masukan daripada nominal
pajak keluaran. Berdasarkan uraian diatas
maka penulis mengambil tema “Analisis
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Ilir Barat”.
2 LANDASAN TEORI
2.1 Dasar-dasar Perpajakan
Menurut Prof. DR. P.J.A. Adriani di
dalam buku Sukardji, (2002,h.1):
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya, menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”.
Dari pengertian pajak diatas dapat
disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah
iuran masyarakat kepada kas negara
berdasarkan peraturan-peraturan dengan
tidak memperoleh imbalan secara langsung
untuk membiayai kepentingan umum.
2.2 Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Purwono (2010,h.272),
PPN (VAT) disebut juga pajak atas
konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak
langsung dan objektif oleh orang pribadi
atau badan.
Perlu ditegaskan bahwa pengenaan
tarif 0% atas ekspor (BKP, BKP Tidak
Berwujud, dan JKP) bukan berarti
pembebasan dari pengenaan PPN, sehingga
Pajak Masukan yang telah dibayar dari
barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan
(Purwono, 2010,h.281).
Atas kegiatan membangun sendiri
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan
tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan
Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar Pengenaan Pajak atas
kegiatan membangun sendiri adalah 40%
(empat puluh persen) dari jumlah biaya yang
dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk
membangun sendiri, tidak termasuk harga
perolehan tanah.
Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang setiap bulan sebesar 10% (sepuluh
persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan
Pajak untuk setiap bulan.(Mardiasmo,
2006,h.282).
Menurut Purwono (2010,h.296-298)
Perkreditan Pajak Masukan = PK-PM. Jika
hasilnya positif berarti masih ada PPN yang
kurang bayar. Jika hasilnya negatif berarti
ada kelebihan pembayaran PPN.
Dalam UU No. 42 Tahun 2009
Angka 11 Pasal 9 Ayat (4a), dinyatakan
bahwa “Kelebihan Pajak Masukan dalam
suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan
pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa
Pajak berikutnya. Namun apabila kelebihan
Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak
akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan
tersebut dapat diajukan permohonan
pengembalian (restitusi). Termasuk dalam
pengertian akhir tahun buku dalam
ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib
Pajak melakukan pengakhiran usaha
(bubar).” Menurut peneliti berdasarkan
pernyataan diatas, Restitusi PPN adalah
pengajuan permohonan kelebihan Pajak
Masukan pada Masa Pajak akhir tahun buku.
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2.3 Wajib Pajak Patuh
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang
memenuhi kriteria sebagai WP Patuh akan
diberikan pelayanan khusus dalam restitusi
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai berupa pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak tanpa dilakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.
Direktur Jenderal Pajak menetapkan
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan
sebagai Wajib Pajak Patuh setiap bulan
Januari.
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,
Direktur Jenderal Pajak berwenang secara
jabatan (ex-officio) menetapkan status
Wajib Pajak Patuh tanpa permohonan Wajib
Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi
tersebut memenuhi persyaratan huruf a
sampai dengan huruf e di atas. Penetapan
Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun.
Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh
dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah
mempertimbangkan usulan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi
kriteria pembatalan yaitu:
a. terhadap Wajib Pajak tersebut
dilakukan tindakan penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan;
b. Wajib Pajak terlambat
menyampaikan SPT Masa lebih dari
3 (tiga) masa pajak untuk semua
jenis pajak;
c. dalam hal Wajib Pajak terlambat
menyampaikan SPT Masa tidak
lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat
penyampaian SPT Masa yang lewat
dari batas waktu penyampaian SPT
Masa masa pajak berikutnya;
d. Wajib Pajak terlambat
menyampaikan SPT Masa untuk 2
(dua) masa pajak atau lebih berturut-
turut untuk semua jenis pajak; atau
e. dalam suatu masa pajak, ternyata
tidak memenuhi kriteria “tidak
pernah dijatuhi hukuman karena
melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terakhir” sejak masa
pajak yang bersangkutan.
3 METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif.
Langkah awal untuk memulai peneltian ini
adalah pengumpulan data yang ada. Yang
kemudian akan diklasifikasikan, dianalisis,
lalu selanjutnya diinterpertasikan, sehingga
dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai keadaan yang diteliti.
Subjek penelitian skripsi ini adalah
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Ilir Barat, yang beralamatkan di Jalan Tasik
Kambang Iwak Palembang. Objek
penelitian pada skripsi ini adalah staff dan
Rekapitulasi Restitusi Pajak Pertambahan
Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat. Staff (Account
Representative) pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
merupakan nara sumber yang akan
diwawancarai untuk mendapatkan informasi
mengenai penyebab dari restitusi PPN pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Ilir Barat. Sedangkan, rekapitulasi restitusi
Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan
objek penelitian pada skripsi ini akan
dijadikan sumber data, untuk mengetahui
jumlah persentase PKP dan nilai restitusi
PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat.
Informan kunci pada skripsi ini
adalah staff pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Ilir Barat. Informan
kunci yang pertama adalah salah satu staff
pada bagian umum, beliau yang akan
menjadi membantu peneliti untuk
mendapatkan data mengenai gambaran
umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat. Informan kunci
selanjutnya adalah Muhammad Naswan
(Operator Console), melalui beliaulah
peneliti akan mendapatkan data mengenai
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Rekapitulasi Restitusi Pajak Pertambahan
Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat. Yang terakhir adalah
Surya Darmawan (Account Representative),
dengan melakukan wawancara secara
langsung terhadap beliau, peneliti berharap
mendapatkan data yang akurat mengenai
penyebab terjadinya restitusi PPN pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Ilir Barat.
Jenis data yang diambil untuk
skripsi ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer pada skripsi ini
adalah wawancara yang akan dilakukan
langsung oleh peneliti terhadap staff pada
KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dan
untuk data sekunder yang akan digunakan
dalam penelitian skripsi ini adalah data yang
terdokumentasi pada KPP Pratama
Palembang Ilir Barat, seperti sejarah
berdirinya, struktur organisasi, dan
Rekapitulasi Restitusi PPN tahun 2011.
Teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti adalah teknik wawancara,
teknik observasi dan teknik dokumentasi.
Peneliti akan mengamati secara langsung
fenomena-fenomena yang terjadi dalam KPP
Pratama Palembang Ilir Barat. Peneliti juga
melakukan wawancara terhadap Staff dari
KPP Pratama Palembang Ilir Barat tanpa
perantara. Pengumpulan data juga akan
peneliti lakukan, untuk memperoleh
dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
penyelesaian skripsi ini, pada KPP Pratama
Palembang Ilir Barat sesuai dengan fakta.
Pada penelitian untuk skripsi ini,
data yang akan dianalisis adalah kualitatif
dimana data yang berbentuk kata, kalimat,
skema dan gambar akan dikumpulkan,
dikelompokan, diuraikan dan dianalisis
sehingga dapat memberikan keterangan
lengkap atas gambaran mengenai masalah
yang dihadapi. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dan berharap
menemukan makna relevan.
2. Proses pengelompokan data yaitu
peneliti studi kasus melihat dan
menempatkan kembali hasil data yang
dikumpulkan.
3. Mengalisis data yaitu mencari jawaban
dari rumusan masalah pada penelitian
ini.
4. Mengembangkan analisis data dalam
bentuk pola pemikiran dari peneliti.
4 HASIL PENELITIAN
Pada periode tahun 2011 terdapat 22
PKP yang mengajukan permohonan restitusi
PPN. Setelah dilakukan proses pemeriksaan
hanya 11 PKP dari total 22 PKP yang
mengajukan permohonan restitusi PPN yang
diterbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar) dan SKPKPP (Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak) atau hanya 11 PKP yang
permohonan restitusi PPN-nya dikabulkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat.
Berdasarkan pada data-data diatas,
maka diketahui bahwa jumlah persentase
PKP yang mengajukan restitusi PPN
menurut perhitungan dari PKP pada tahun
2011 adalah 0,61% dari keseluruhan total
PKP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Ilir Barat. Namun,
hanya 50% dari keseluruhan PKP yang
mengajukan permohonan restitusi PPN,
yang pengajuan permohonan restitusi PPN-
nya dikabulkan.
Dalam satuan mata uang Rupiah,
besarnya jumlah restitusi terhadap lebih
bayar Pajak Pertambahan Nilai yang
permohonannya diajukan oleh 11 (sebelas)
PKP yang sudah menerima penerbitan
SKPLB dan SKPKPP pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir
Barat tahun 2011 adalah sebesar
Rp5.643.955.207,00 (Lima milyar enam
ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus
lima puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah).
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan,
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perlu dilakukan koreksi pajak pada
perhitungan PPN yang dilaporkan oleh 11
PKP yang mengajukan permohonan restitusi
PPN tersebut. Maka perhitungan nilai
pajakpun mengalami perubahan, sehingga
pencairan terhadap restitusi PPN yang
disetujui untuk 11 PKP oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir
Barat menjadi lebih kecil, yaitu
Rp5.141.097.935,00 (Lima milyar seratus
empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh
ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
Terdapat 2 (dua) hal yang
menyebabkan terjadinya kelebihan pajak
PPN pada KPP Pratama Palembang Ilir
Barat, yaitu:
1. Kelebihan PPN akibat ketentuan
perpajakan,
2. Kelebihan PPN akibat penekanan HPP.
Berdasarkan hasil penelitian,
diperoleh temuan bahwa hanya 50% dari
keseluruhan PKP yang mengajukan
permohonan restitusi PPN yang pengajuan
permohonannya dikabulkan dan diterbitkan
SKPLB dan SKPKPP. Begitu juga dengan
nominal yang diajukan PKP terhadap
resitusi PPN lebih besar daripada nominal
restitusi PPN yang disetujui pencairannya
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat. Hal itu disebabkan
oleh pemeriksaan pajak yang merupakan
mekanisme pembuktian lebih bayar PPN
menurut perhitungan PKP. Dari hasil
pemeriksaan, terdapat sejumlah PKP yang
hasil perhitungan pajaknya harus dikoreksi.
Koreksi pajak tersebut mengakibatkan
perubahan nilai pajak menjadi:
1. Tetap lebih bayar, namun nominal lebih
bayarnya berubah menjadi lebih kecil.
Contoh, awalnya PKP melaporkan lebih
bayarnya sebesar Rp100.000.000,00. Namun
setelah dilakukan koreksi pajak lebih bayar
yang dimilki PKP tersebut menjadi
Rp80.000.000,00;
2. Kurang bayar;
3. Nihil.
Berdasarkan pemeriksaan pajak,
diketahui bahwa penyebab koreksi pajak
terhadap PKP yang mengajukan resitusi
PPN adalah kekeliruan PKP dalam
pelaporan PPN. Kekeliruan tersebut
umumnya terjadi pada faktur pajak yang
dilaporkan oleh PKP dan mayoritas
kekeliruan tersebut terjadi pada faktur pajak
masukan. Bentuk kekeliruan yang PKP
lakukan adalah dikreditkannya faktur pajak
masukan yang tidak dapat diakui. Terdapat
beberapa hal yang menyebabkan tidak
diakuinya faktur pajak masukan yang telah
dilaporkan PKP dalam SPT masa PPN,
yaitu:
1. Wajib pajak sudah
memberlakukan pajak masukan
tersebut sebagai biaya;
2. Pajak masukan tersebut
dikreditkan melebihi tiga bulan
dari masa di perolehnya suatu
pajak masukan.
Menurut salah satu Account
Representative (AR) yang menjabat pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Ilir Barat. Kekeliruan terhadap faktur pajak
masukan yang dilaporkan oleh PKP terjadi
karena kurangnya pengetahuan dan
pemahamanan PKP mengenai peraturan
perpajakan. Kurangnya kepedulian PKP
untuk memahami peraturan pajak, dapat
mengurangi keakuratan data-data PPN yang
dilaporkan dalam SPT masa PPN.
Untuk memunculkan kepedulian PKP
terhadap pemahaman perpajakan adalah
melalui pelayanan dari petugas pajak
(fiskus) yang berkualitas. Dalam artian
fiskus mampu memberikan pelayanan yang
dapat memuaskan PKP sehubungan dengan
pengetahuan dan pemahaman perpajakan,
serta tetap dalam standar pelayanan yang
dapat dipertanggung jawabkan dan dapat
dilakukan terus-menerus.
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5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Restitusi PPN merupakan hak setiap
PKP, namun tidak semua pengajuan
permohonan restitusi atas lebih bayar PPN
dapat disetujui. Peniliti menemukan bahwa
pada periode tahun 2011 hanya 50% PKP
yang mengajukan permohonan restitusi atas
lebih bayar PPN, yang permohonannya
dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Ilir Barat. Indikator
utama dari hal tersebut adalah adanya faktur
pajak dan perhitungan pajak yang harus
dikoreksi karena kekeliruan dari PKP,
sehingga harus dilakukan koreksi dan dapat
menyebabkan perubahan pada nilai PPN.
Kekeliruan tersebut disebabkan karena
kurangnya pengetahuan dan pemahaman
PKP terhadap peraturan perpajakan.
5.2 Saran
Kekeliruan dalam pelaporan PPN
terutama dalam mengkredikan faktur pajak
masukan. Hal tersebut disebabkan karena
kurangnya kepedulian PKP akan
pengetahuan dan pemahaman mengenai
peraturan perpajakan. Saran untuk Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir
Barat dalam rangka meningkatkan
kepedulian PKP akan pengetahuan dan
pemahaman peraturan perpajakan adalah
dengan meningkatkan kualitas pelayanan
fiskus sehingga wawasan dan pemahaman
PKP mengenai peraturan perpajakan dapat
bertambah. Peningkatan kualitas pelayanan
fiskus dapat berupa lebih seringnya
diselengarakan seminar dan pelatihan pajak.
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